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PUTUSAN
Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp

o5l gzl alll pans
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis

telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, Balikpapan, , pekerjaan
XXX, pendid XXX, Kota
Balikpapan, ergugat;

Pengadilan Agama terseb

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan tanggal 21 Februari 2019 dengan Nomor
414/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara
sah pada tanggal 13 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 240/26/1V/2013 tanggal 13 April 2013;
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2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXX,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, dan
terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di
Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2
tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan
telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, lahir di Balikpapan

tanggal 15 Oktober 2013, dan anak tersehut sekarang dalam asuhan

Penggugat;

kesalahan dan telah mg K Kerjanjian’ Bahvy gfiggugat akan

menuruti keingina Tergugs abila Tergugat berubah dan

.

memperbaiki diri. Namun

Tergugat selalu saja memaksa: elalu mendapatkan
penolakan dari Penggugat, akhirnya Tergugat merasa kesal dan
marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat tidak segan untuk
menyakiti jasmani Penggugat.;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memaafkan
Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan XXX usaha
memperbaiki diri, sehingga Penggugat sudah XXX keinginan lagi
untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 08 Januari 2019, yang
akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
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dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang
sah berturut-turut hingga sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah
ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar

1. Mengabulkan gugata

2. Menjatuhkan
terhadap Pengguga

belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan
kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi
sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,
dengan menunjuk Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, hakim Pengadilan Agama
Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29
Maret 2019 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh

para pihak tidak berhasil untuk menyelesaikan perkaranya secara damai,
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oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat mohon agar perkaranya
diselesaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat
bertanggal 21 Februari 2019, yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

adalah karena Penggugat tidak

membayar cicilan motor sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam
ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Tergugat telah menyerahkan
nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa posita 6 tidak benar, jika Tergugat tidak beriktikad
baik. Yang benar Penggugat sendirilah yang memicu terjadinya
pertengkaran tersebut;

- Bahwa posita 7 benar, sejak bulan Januari 2019 Penggugat
telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke

rumah orangtuanya;
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- Bahwa pada dasarnya Tergugat masih ingin
mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan
Penggugat serta memohon agar gugatan Penggugat ditolak;
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
dalam repliknya menyatakan tetap memepertahankan gugatan semula
dengan menyampaikan hal-hal berikut:
- Bahwa Penggugat menolak berhubungan badan oleh
Tergugat karena Tergugat telahmenjalin hubungan asmara dengan
wanita lain, bahkan telah melakukaasiRuUngan badan sejak tahun
2017 tetapi Penggugat bar /\ ruari 2018;
- Bahwa wanita tgfge

2019, Tergugat ber

sekarang mereka

sendiri;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat

mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Tergugat tetap mempertahankan jawaban sebagaimana

tersebut di atas dengan tambahan seperti di bawah ini:

- Bahwa benar, Tergugat pernah menjalin hubungan asmara

dengan wanita yang bernama XXX, tetapi sekarang hanya teman

biasa saja karena Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat untuk

tidakmengulangi kesalahan yang sama;
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- Bahwa benar Tergugat dengan XXX pernah ke Yogyakarta
tetapi bukan untuk berlibur melainkan untuk mengikuti lomba
burung;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor 240/26/1V/2013 bertanggal 13 April 2013 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan

Penggugat di
saksi, atas

Jama Islam,

di Jalan

2013 di Kecamatan BalikpapafBafat, Kota Balikpapan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal di rumah bersana di Jalan XXX;

- Bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berlangsung rukun, namun sekitar 1 tahun terakhir sudah tidak
rukun karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar berdasar penuturan
Penggugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan

dengan wanita lain yang bernama XXX;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 6 dari 17

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan
Tergugat dengan wanita tersebut, yang saksi tahu Tergugat
masih menjalin hubungan sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019;

- Bahwa saksi dengan keluarga telah mendamaikan keduanya
agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena sudah tidak
dapat dirukunkan lagi;

2. Mariani binti Junaidi, B

Islam, pendidikan S1, pe
Januari Gang Telaga Mg

Kelurahan Batu Ampar, Kecamalan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun,
namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun;

- Bahwa setahu saksi penyebab mereka bertengkar adalah
karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan
wanita lain berstatus janda yang bernama XXX;

- Bahwa saksi tidak tahu sejauh apa hubungan mereka;
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- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi awal tahun
2019, akibatnya Tergugat dengan Penggugat telah berpisah
rumabh;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar
rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena
mereka sudah tidak ingin rukun lagi;
Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah
menghadirkan 2 orang saksi keluarga/orang dekat Tergugat, yang atas

dengan Tergugat mulai tidak haffffonis 1 tahun terakhir karena

sering bertengkar;

- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat, mereka
bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara
dengan wanita lain dan Tergugat telah mengakuinya;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugt dengan Tergugat
bertengkar karena masalah tersebut;

- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan pemukulan

terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Halaman 8 dari 17

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mulai
berpisah rumah sejak bulan Februari 2019 karena Penggugat
meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman mereka;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih bersedia untuk merukunkan kedua belah
pihak;
2. Dasa Moh. Angkasa W. Bin Badri Asmawijoyo,
Balikpapan, 29 Oktober 1983 lam, pendidikan SLTA,

71, Kelurahan Dam; : 8 pAn  Kota, Kota
keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi
sebagai Teman
- Penggugat d ftahun 2013
di Kecamatan 3h, dan telah
dikaruniai 1 orang'g
- Bahwa setahu s
Penggugat dengan
sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena
Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita
lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut adalah dari cerita
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak awal tahun 2019, karena Pnggugat meninggalkan

rumah kediaman bersama,;
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- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan
Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan kedua belah
pihak karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
Menimbang, bahwa saksi keluarga Tergugat sebagai lbu kandung
masih bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara,
majelis telah sepakat untuk memberikan kesempatan Ibu kandung
Tergugat untuk usaha damai keluarga kemudian melaporkan hasilnya
pada persidangan tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang bahwa oleh kg#€

09 Mei 2019, yang hasilfiy
membujuk Penggugat
dengan Tergugat, selanj
kepada majelis hakim yang
Menimbang, bahwa

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat untuk rukun lagi dan mempertahankan akan
tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis telah memerintahkan
kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakanmediasi
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sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,
dengan menunjuk Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, hakim Pengadilan Agama
Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuailaporan mediator tanggal 29 Maret 2019
yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan
perkara kedua belah pihak secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara

Penggugat dengan Tergugat dalam rumahtangganya (broken marriage);

dalil gugatan Penggugat

kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penaran  dalil
(Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) ora s asmg masing bernama
Yulinar binti Arifin dan Mariani binti Junaidi, demikian juga Tergugat di
persidangan telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga/orang
dekat, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungankan dengan
keterangan saksi-saksi kedua belah pihak maka harus dinyatakan terbukti
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan

Penggugat;
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Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak
dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta
sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami
istri yang telah menikah pada tanggal 13 April 2013 di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir

tinggal di rumah kediaman bersma di XX, Kota Balikpapan;

3. Bahwa awalnya engan Tergugat
berlangsung rukun nam i W b sering terjadi

pertengkaran yang lah menjalin

puncaknya pada tangge
pergi meninggalkan
berkumpul lagi sebagai
5. Bahwa saksi-saksi

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena
terjadi perselisihan yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab
seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa
suami isteri sampai hidup berpisah rumah sekitar 4 bulan lamanya;
Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti
tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya
adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan
dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga
gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
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sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ‘“perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga akinah, mawaddah dan

rahmah”;

“mitssagan
a tidak boleh

nya rumah
kesalahan
ungkin lagi
JI kedua belah

Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 AgU
alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

, menyatakan bahwa

Nomor 9 Tahun 1975, “antara suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga” adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya
perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila
Majelsi Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah maka
terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;
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Menimbang, bahwa tentang hal tidakadanya harapan akan hidup
rukun lagi dlam rumah tangga dapat dilihat dari kenyataan sebagi berikut:

- Bahwa sejal tanggal 08Januari 2019 antara Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat telah

meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak

pernah berkumpul lagi;

- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha

untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

- Bahwa mediator dalam |gpesaagya bertanggal 29 Maret

2019, menyatakan tida '-

n
Tergugat;

. WA A7
Menimbang, bahwa d =\ w §

pihak telah bersikeras untuk B Fai, maka h
tidak ada hubungan batin lagi;
Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang
pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga
apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya
perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya
perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;
Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga

yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana
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tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat
ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab A/
Igna’ juz Il halaman 133 sebagai berikut:

adells slall ade glbs lg> g axz g ll ans, pac il ylg

Artinya : “Tatkala istri telah menunjukan ketidaksenangannya terhadap
suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya

Menimbang, bahwa dalam pematiksga@Perkara ini majelis telah
mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang
dekat dengan para pihak, dengan demikian telah memenuhi ketentuan
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompialsi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX)
terhadap Penggugat (XXX);
3.

oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Ahmad Ziadi. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.
Drs. Muh. Rifa’i, M.H. Panitera Pengganti,
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Zakiah Darajah Muis, S.H.
Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Rp. 400.000,-

- PNBP Pemanggilan Rp. 20.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 511.000,-
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